KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN
NOMOR 195/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN NOMOR 193/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/IX/2020 TENTANG
PENUNDAAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal

102 ayat

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali

Pemilihan

diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi

Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota

dan Wakil Walikota;

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

742 /PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 Perihal

Penundaan yang mengatakan penundaan

Penjelasan

tahapan,

program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Tahun

2020 dilakukan dalam hal terjadi kondisi tidak terdapat

b. bahwa sesuai dengan Ketentuan poin 2 Surat Ketua
\

atau hanya terdapat 1 (satu) bakal pasangan calon yang

mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 4 s.d 6

September 2020.



Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Bintan tentang Perubahan Atas Penundaan
Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati Bintan Tahun 2020;

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai

Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan



Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Tahun 2017, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6109);

. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi
Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4748);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati
dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020
sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 615);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati,
Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak
Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil
Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota

Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
981);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Bintan Nomor : 88/PP.01.2-Kpt/2101/Kab/VI1/2020
Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi
Pemilihan Umum  Kabupaten Bintan Nomor
256 /PP.01.2-Kpt/2101/Kab/X /2019 Tentang
Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Bintan Tahun 2020;

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Nomor 394 /PL.02.2-Kpt/06 /Kpu /VIII /2020 Tentang
Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan
Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian
Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur
Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau
Walikota Dan Wakil Walikota ;

2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 742/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 tanggal 6

September 2020 Perihal Penjelasan Penundaan Tahapan.

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bintan Nomor 370/PP.04.2-
BA/2101/Kab/IX/2020 tentang Penundaan Pelaksanaan
Tahapan Pencalonan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Bintan Tahun 2020 ;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BINTAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BINTAN NOMOR
193/PP.04.2-Kpt/2101/Kab/1X/2020 TENTANG
PENUNDAAN TAHAPAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BINTAN TAHUN 2020.

Menetapkan Perubahan Penundaan Tahapan Pencalonan

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2020.



KEDUA . Penundaan Tahapan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM
KESATU adalah selama 1 (Satu) hari yaitu tanggal 07
September 2020.

KETIGA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Bintan
pada tanggal 07 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN,
ttd

ERVINA SARI

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BINTAN

Kepala Sub Bagian Hukum




